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Pasal 191 RBg.

Isi Abstrak     :

Bahwa, dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri di Indonesia terdapat suatu putusan yang disebut dengan putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terhadap putusan tersebut terdapat upaya hukum dari lawan. Putusan serta merta diatur berdasar pasal 180 (1) H.I.R dan pasal 191 (1) R.Bg, akan tetapi melalui perkembangannya pengaturan putusan tersebut ditambah lagi dengan adanya kebijakan dari peradilan yang tertinggi di Indonesia, melalui instruksi dan suarat edaran Mahkamah Agung. terhadap hal tersebut Para Hakim dibuat bingung, karena pada saat instruksi pertama dari mahkamah agung diterbitkan hakim merasa perlu untuk memikir ulang untuk mengabulkan suatu putusan perkara dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. yang dikarenakan pengaturan yang berbeda antara HIR, RBg dengan kebijakan Mahkamah Agung melalui instruksi dan surat edaran. Surat  edaran Mahkamah agung selalu menghimbaui kepada Hakim agar tidak secara mudah mengabulkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sampai pada tahun 1975 Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakannya dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975 yang secara tegas berbunyi “agar Hakim Tidak mengabulkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ketentuan dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg telah terpenuhi”. Dengan surat edaran yang menegaskan seperti itu Mahkamah Agung melarang Hakim mengabulkan putusan serta merta. Akan tetapi setelah tahun 1975 atau setelah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975 tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung, masih banyak juga perkara yang dalam gugatan dimohonkan agar nantinya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), akhirnya dikabulkan Hakim dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Hakim tetap berpanutan kepada peraturan dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan Hakim tidak memperdulikan adanya SEMA-SEMA dari Mahkamah Agung yang menghimbau serta melarang hakim mengabulkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad). 
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